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1Excutive Summary
DINAMIKA KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI ISLAM
( Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam
Kontemporer)
Abstrak
Perkembangan ekonomi Islam di era kontemporer perlu disikapi
secara arif dengan menelaah berbagai sudut pandang, termasuk
konstruksi pemikiran para tokoh tentang sistem ekonomi Islam,
sehingga kita bisa memiliki wawasan yang lengkap tentang dasar,
prinsip, tujuan, metode dan teknis penerapan sistem ekonomi Islam.
Penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi dan mengkomparasikan
pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer antara lain;
Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah
Siddiqi, Sayyed Haidar Naqfi, Taqiyyuddin An Nabhanni, dan
Monzer Kahf.
Para pemikir muslim tersebut terbagi dalam tiga kategori; pertama,
pakar bidang fiqih sehingga pendekatan yang dilakukan adalah
legalistik dan normatif; kedua, kelompok modernis yang lebih berani
dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat
menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; ketiga para
praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan
Barat. Mereka menggabungkan pendekatan fiqih dan ekonomi
sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integrated.
Pada kenyataannya, konstruksi sistem ekonomi Islam yang mampu
mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun
atas dasar aqidah dan dijabarkan dengan sangat detail dalam konsep-
konsep kepemilikan, peran negara, dan distribusi, termasuk di
dalamnya produksi dan konsumsi. Sekalipun distribusi pendapatan di
masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam konstruksi sistem
ekonomi Islam, namun semua itu tetap terkait dengan unsur-unsur
yang lain. Oleh karena itu konstruksi sistem ekonomi Islam tidak
bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan terkoneksi dengan
unsur yang lain.
Kata kunci: konstruksi, sistem, distribusi, integrasi.
2A. Pendahuluan
Di era kontemporer, berbagai pemikir ekonomi Islam bermunculan seperti
Baqr al Sadr, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi,
Sayyed Haidar Naqfi, Taqiyyuddin An Nabhanni, Monzer Kahf, Sayyed Mahmud
Taleghani,  Umar Chapra, Fazlur Rahman, M Akram Khan, Anas Zarqa, dan
lainnya. Arah pemikiran dan bangunan sistem ekonomi Islam yang mereka
telorkan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya serta
disiplin ilmu yang mereka miliki sebelumnya.
Beberapa ekonom muslim yang lain selanjutnya memilah pemikiran para
tokoh ekonomi Islam tersebut menjadi tiga madhhab yaitu madhhab Baqir As
Sadr , madhhab mainstream, dan madhhab alternatif kritis. Hal yang
melatarbelakangi pembagian ketiga madhhab ini adalah adanya perbedaan
pendapat konsep tentang apa dan bagaimana ekonomi Islam.
Sekalipun demikian, sebuah survei mengenai pemikiran ekonomi Islam
kontemporer yang dilakukan oleh Siddiqi menunjukkan bahwa terdapat
kesepakatan tentang landasan filosofis bagi sistem ekonomi Islam, yaitu tauhid,
ibadah, khilafah, dan takaful. Demikian juga tidak terdapat perbedaan pendapat
mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam Al-Qur’an dan Sunnah, seperti
larangan riba dan kewajiban membayar zakat dalam sistem ekonomi Islam.1
Sedangkan perbedaan wilayah pembahasan mereka tentang ekonomi Islam
setidaknya terdapat dalam tiga hal, yaitu penafsiran konsep yang ditemui dalam
Al-Qur’an dan Sunnah, metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori
dan sistem ekonomi Islam, dan pandangan mengenai sistem ekonomi Islam.2
Inilah yang menarik untuk diteliti, sebenarnya bagaimana konstruksi sistem
ekonomi Islam yang hendak diwujudkan oleh para pemikir kontemporer tersebut,
mulai dari dasar pijakannya, proses membangunnya, elemen yang digunakan,
1 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary
Literature, ( United Kingdom: Islamic Foundation, 1981). Atau dapat pula dibaca dalam
Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih,
( Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 2.
2 Mohamed Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih,
( Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 3.
3hubungan individu dan negara, kepemilikan harta, mekanisme pasar, hingga
konsep zakat dan konsep larangan riba. Untuk itu dibutuhkan analisis komparatif
tentang konstruksi sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada pola pemikiran
beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah;
1. Bagaimana pola pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer
tentang sistem ekonomi Islam?
2. Bagaimana komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam yang didasarkan
pada pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer tersebut?
B. Kerangka Konseptual Konstruksi Sistem Ekonomi Islam.
Konstruksi adalah istilah yang menunjukkan pada susunan, model, tata
letak, suatu bangunan.3 Istilah konstruksi tidak saja digunakan pada bangunan
secara fisik, namun juga digunakan pada bangunan yang mengarah pada
pemikiran dan sistem. Misalnya istilah konstruksi dipakai oleh para sosiolog
dalam salah satu teori konstruksi sosial. Menurut para sosiolog, konstruktivisme
terbagi atas  konstruktivisme radikal, realisme hipotesis dan konstruktivisme
biasa4. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh
pikiran kita. Sedangkan realisme hipotesis menganggap pengetahuan adalah
hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada
pengetahuan yang hakiki. Dan konstruktivisme biasa memahami pengetahuan
sebagai gambaran dari realitas itu.
Menurut Burhan Bungin, tahapan-tahapan dalam proses konstruksi terjadi
melalui: tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran kostruksi, tahap
pembentukan kosntruksi,  tahap konfirmasi. 5
Jadi sebuah konstruksi merujuk pada susunan, model atau tata letak yang
dilakukan melalui berbagai tahapan. Dalam penelitian ini konstruksi lebih
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 3.
4 Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta:Kanisius, 1997), 25.
5 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi
di Masyarakat,( Jakarta : Kencana, 2007),188-189.
4ditekankan pada pembentukan sistem ekonomi yang dilakukan oleh para pemikir
ekonomi Islam kontemporer.
Konstruksi ekonomi Islam tentu saja melibatkan banyak unsur, antara lain;
negara, masyarakat beserta kebiasaannya ( ‘urf ) dan peraturan. Jadi konstruksi
ekonomi Islam bukan independen, khusus dalam bingkai ekonomi, namun terikat
dan bersinggungan langsung dengan variabel yang lain. Maka konstruksi ekonomi
Islam bersifat sistemik karena melibatkan banyak unsur yang membentuk dan
mempengaruhi penerapan ekonomi Islam tersebut.
Sedangkan sistem, menurut Lars Skyttner adalah sekumpulan unsur yang
saling berkaitan membentuk satu kesatuan dan saling terintegrasi untuk
menjalankan berbagai fungsi.6 Menurut West Churchman, sistem adalah
serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.
Dengan demikian sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu komponen,
proses, dan tujuan. Namun begitu, hal yang paling utama untuk diperhatikan
adalah komponennya itu sendiri. Sebab proses dan tujuan hanya sebagai
pelengkap dari sebuah sistem.7
Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia hanya tiga, yaitu sistem
ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialisme tidak dapat
bersatu disebabkan oleh perbedaan komponen dan sumber komponennya. Dengan
demikian untuk melihat bentuk sistem ekonomi Islam harus melihat pula
komponen dan sumber komponennya. Komponen sistem ekonomi Islam adalah
hukum (syariah) dan sumber komponennya adalah berasal dari aqidah Islam.8
Sejauh ini para pemikir ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar
bangunan sistem ekonomi Islam, yang meliputi; sumber, prinsip, metode, dan
teknik pelaksanaanya. Tidak ada perbedaan diantara para pemikir ekonomi Islam
6 Lars Skyttner, General Systems Theory; Ideas and Aplications (Singapura: Word Scientific,
2002), 27.
7 Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, AMP Ykpn, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 1-2.
8 Taqiyyuddin an Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terj.
Maghfur Wachid, ( Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 47.
5bahwa sumber ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasul9 serta apa saja
yang ditunjuk dari keduanya sebagai sumber hukum, seperti ijma’ dan qiyas.
Sedangkan perinsip ekonomi Islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid
atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Aplikasi sistem ekonomi Islam ini sebenarnya dalam rangka menciptakan
keseimbangan kesehteraan dan keadilan sosial atau balancing prosperity and
social justice. Hal tersebut secara teknis dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu
mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi dijamin
pelaksanaannya dengan menetapkan hukum-hukum pasar seperti; larangan
menimbun, larangan pematokan harga, larangan penipuan komoditas, larangan
manipulasi harga, larangan riba, dan larangan aktifitas ekonomi yang
mengedepankan sektor non riil. Sedangkan mekanisme non ekonomi dilaksanakan
dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya. Distribusi non-
ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi,
pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya
menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja.
Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya
dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah
mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan
individu, umum dan negara. Sistem ekonomi Islam juga telah menetapkan
9 Diskusi tentang hal ini dibahas panjang lebar oleh  M. A. Mannan , “The Behaviour of Firm and
Its Objectives in an Islamic Framework”, dalam Tahir, Sayyed (at al, ed.) Readings in
Microeconomics: an Islamic Perspective (Malyasia: Longman,1992).  dan Metwally, Essays on
Islamic Economics (Kalkuta: Academic Publishers, 1993). Lihat  Metwally, Teori dan Model
Ekonomi Islam, Edisi Pertama (Jakarta: PT Bangkit Insani, 1997). LIhat juga M. Umar Chapra,
The Future of Economics; an Islamic Perspectif (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001).
Gambaran diskusi ini adalah bahwa ilmu ekonomi Islam syarat dengan nilai-nilai. Ilmu ekonomi
Islam jelas akan melakukan fungsi penjelasan (eksplanatori) terhadap suatu fakta secara obyektif.
Ia juga melakukan fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional.
Dalam menjalankan kedua fungsi ini, ia menjalankan fungsi utama sains secara positif atau
menjelaskan “apa” (what is). Namun kiprahnya tidak hanya terbatas pada aspek positif berupa
penjelasan dan prediksi saja. Pada tahapan tertentu ia juga harus melakukan fungsi normatif,
menjatuhkan penilaian (value judgement) dan menjelaskan apa yang seharusnya (what should
be). Ini berarti bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah value-neutral. Ia memiliki seperangkat
nilainya tersendiri, kerangka kerja nilai-nilai dimana dia beroperasi. Karena itulah maka
reformasi ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, ia hanya dapat
dilakukan dalam konteks Islamisasi masyarakat secara total.
6mekanisme pengelolaan dari masing-masing jenis kepemilikan tersebut.
Selanjutnya baru menetapkan mekanisme distribusinya.
Demikianlah sistem ekonomi Islam membentuk satu kesatuan gerak yang
terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai elemen, seperti; negara, masyarakat
dan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Hingga saat ini penulis hanya menemukan dua buku yang melakukan
perbandingan pemikiran ekonomi Islam dari para tokoh ekonomi Islam
kontemporer, yaitu Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Mohamed Aslam Haneef.
Kedua penelitian ini membandingkan pemikiran tokoh ekonomi Islam
kontemporer secara umum, mulai dari filosofisnya, produksi, distribusi, konsumsi,
hubungan individu dengan negara, zakat dan larangan riba. Kesamaan kedua
penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada upaya
membandingkan pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer. Namun
perbedaannya terletak pada fokus yang akan diteliti. Penulis lebih fokus pada
bangunan sistem ekonomi Islam menurut pemikiran para tokoh ekonomi Islam.
Selain itu tokoh yang diangkat juga berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti
mengangkat  tokoh Muhammad Nejatullah Siddiqi, Abdul Mannan, Sayyed
Haidar Naqfi, Monzer Kahf, Baqr al Sadr dan Taqiyyuddin al-Nabhanni.
Sama seperti Mohamed Aslam Haneef, alasan peneliti karena empat yang tersebut
pertama adalah ekonom yang memang berpendidikan ekonomi, sedangkan dua
yang terakhir dikenal sebagai ahli hukum Islam. Hanya saja peneliti tidak
memasukkan Sayyed Mahmud Taleghani dan menggantikannya dengan
Taqiyyuddin al-Nabhanni karena Sayyed Mahmud Taleghani dan Baqr al Sadr
sama-sama dari kalangan shiah. Oleh karena itu peneliti akan memasukkan tokoh
yang dikenal sebagai ahli hukum Islam dari kalangan shiah dan sunni, yaitu Baqr
al Sadr dan Taqiyyuddin al-Nabhanni.
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka
konseptual penelitian ini adalah;
7Gambar 1.1. Kerangka konseptual penelitian konstruksi sistem ekonomi Islam
Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut;
1. Pemikiran para tokoh akan dianalisis secara konten atau isinya
2. Konten tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis perbandingan
3. Wilayah analisisnya meliputi komponen dalam sistem ekonomi yaitu
konsep kepemilikan, peran negara dalam perekonomian serta distribusi
kekayaan, termasuk produksi dan konsumsi.
4. Hasil analisis kemudian dikaji ulang hingga ditemukan bangunan sistem
ekonomi Islam yang didasarkan pada pemikiran para tokoh tersebut. Tentu
saja segala perbedaan yang tidak mungkin disatukan tidak akan
dipaksakan untuk dipersatukan.
Jadi konstruksi sistem ekonomi Islam dalam penelitian ini meliputi analisis
tentang sumber, prinsip, metode dan teknik aplikasi ekonomi Islam serta
keterkaitannya dengan aktifitas produksi, konsumsi dan distribusi yang didasarkan
Pemikiran Tokoh:
1. Abdul Mannan
2.Nejatullah Siddiqi
3. Monzer Kahf
4. Haidar Naqvi
5. Baqr Al Sadr
6.An Nabhani
Wilayah Analisis Komparatif
Sistem Ekonomi Islam :
1. Konsep kepemilikan (
individu, umum dan negara )
2.  Peran negara dalam
perekonomian
3.  Distribusi kekayaan,
termasuk produksi dan
konsumsi
Hasil Analisis
Komparatif:
Rekomendasi
Bangunan Sistem
Ekonomi Islam
Content Analysis
Comparative Analysis
8pada pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer yang telah dipilih oleh
peneliti. Pemikiran para tokoh ekonomi Islam tersebut selanjutnya dibandingkan
dan dianalisa secara kontent, motifasi, perspektif dan aplikasinya.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah
kepustakaan (library research), yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil
penelitian dari sumber penelitian.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif,
yaitu membandingkan beberapa pemikiran yang berupa konsep dari beberapa
tokoh ekonomi Islam. Dari komparasi ini akan ditemukan satu konsep yang berisi
kesamaan filosofi dasar yang disepakati oleh para tokoh ekonomi Islam serta hal-
hal yang berbeda dari pemikiran para tokoh ekonomi Islam dalam bangunan
sistem ekonomi Islam.
Data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data
primer adalah buku-buku utama yang menjadi hasil karya para tokoh yang akan
diteliti, yaitu:
 Some Aspects of the Islamic Economy, ( Lahore: Islamic Publication, 1978)
karya Muhammad Nejatullah Siddiqi
 Islamic Economic: Theory and Practice, ( Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970) karya
Muhammad Abdul Mannan.
 Ethics and Economics: An Islamic Synthesis ( Leicester: Islamic Foundation,
1981 ) karya Syaed Haidar Naqvi.
 The Islamic Economy, ( Canada: Plainfield, 1978 ) karya Monzer Kahf.
 Iqtishaduna, terj. Yudi, ( Jakarta: Zahra, 2008 ) karya Muhammad Baqr al
Sadr .
 Nizām al-Iqtisād fi al-Islām, terj. Maghfur Wahid, ( Surabaya: Risalah Gusti,
1996 ) karya Taqiyyuddin an- Nabhani
Sedangkan data sekunder diambilkan dari berbagai buku, majalah, tulisan
di web, makalah atau sejenisnya yang merupakan komentar para ahli terhadap
karya tokoh yang sedang diteliti.
9Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik content
analysis dan comparative analysis. Content analysis merupakan teknik untuk
membuat inferensi secara obyektif dan sistematis dengan cara mengidentifikasi
karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak diteliti.10 Sedangkan
comparative analysis merupakan teknik analisis data untuk mencari hubungan
atau keterkaitan antara berbagai variabel di dalamnya dengan tujuan untuk
menjelaskan data dan memperkirakan sebuah gejala.11
D. Komparasi Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer
Dari pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer di atas, secara
umum tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas
disebut dalam al-Quran dan sunnah. Misalnya, tidak ada perbedaan pendapat
mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem
ekonomi Islam.
Menurut Aslam Haneef, perbedaan di antara mereka muncul sekurang-
kurangnya pada tiga wilayah pembahasan:12
1. Penafsiran beberapa istilah dan konsep yang ditemui di dalam al-Quran dan
Sunnah
2. Pendekatan/metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi
Islam dan sistem ekonomi Islam
3. Sebagai akibat perbedaan tersebut, maka terdapat pula perbedaan pandangan
mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.
Para pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga
kategori : Pertama, pakar bidang fiqih atau hukum Islam sehingga pendekatan
yang dilakukan adalah legalistik dan normatif; kedua, kelompok modernis yang
lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat
10 Cole R. Holstim, Content Analysis for the Social Science and Humanities, ( Canada:
Departement of Political Science University of British, 1969 ), 14.
11 Fred N. Kerlinger, Foundation of Behavioral Research, ( New Yor: Holt, Rinehart and Winston,
1986), 14.
12 Mohamed Asalam Haneef, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative
Analysis, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995).
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menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat kini; ketiga para praktisi atau
ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba
menggabungkan pendekatan fiqih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam
terkonseptualisasi secara integrated. Mereka berusaha mengkonstruksi ekonomi
Islam seperti ekonomi konvensional tetapi dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak
sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.
Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf lebih mengarah pada
neo-klasik dalam pembangunan sistem ekonominya. Barangkali hal itu karena
dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima. Abdul
Mannan menggunakan pendekatan elektik dalam metodologinya. Lebih jauh,
Siddiqi dan Kahf sering menggabungkan fiqh dan pendekatan neoklasik.
Pendekatan ‘neoklasik’ berbasis fiqh seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran
mainstream di dalam pemikiran ekonomi Islam.
Sementara itu Haider Naqvi melakukan pendekatan aksiomatik yang lebih
radikal. Dengan keras ia mengkritik kapitalisme dan ekonomi neoklasik-
Keynesian dengan cara membuat perubahan-perubahan dan membela peranan
pemerintah di dalam perekonomian. Dia sangat menentang mekanisme pasar
secara murni.
Sedangkan Baqir al-Sadr banyak membahas sistem ekonomi Islam dari
pendekatan hukum murni. Sekalipun tidak terdidik secara khusus di bidang
ekonomi, beliau telah memaparkan ekonomi Islam secara panjang lebar.
Karyanya, yakni Iqtisaduna telah terbukti sebagai salah satu studi komparatif
yang paling tajam dalam sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan marxisme.
Selanjutnya Taqiyuddin An Nabhanni membangun sistem ekonominya
pada tiga kerangka dasar yang paling urgen dalam perekonomian, yaitu persoalan
kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di tengah
masyarakat. Bukunya yang berjudul Nizam al Iqtisad fi al Islam sebenarnya
diperuntukkan bagi panduan peningkatan saqafah gerakan yang didirikannya.
Taqiyuddin An Nabhanni juga banyak melakukan kritik terhadap kapitalisme dan
sosialisme.
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Secara lebih konkrit, perbandingan pemikiran para tokoh ekonomi Islam
kontemporer dalam membangun sistem ekonominya adalah sebagai berikut;
1. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan
Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam itu berhubungan dengan
produksi, distribusi, dan konsumsi barang jasa di dalam kerangka masyarakat
Islam yang di dalamnya jalan hidup Islami ditegakkan sepenuhnya. Oleh karenai
itu, Mannan menempatkan manusis sebagai homo economicus Islamicus.
Pada masalah ‘kelangkaan’, Mannan berpendapat bahwa dalam ekonomi
manapun, kelangkaan itu sama saja dan dianggap sebagai masalah ekonomi. Yang
membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat
motivasional yang memengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk,
distribusi, dan konsumsi”. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah
“menganalisis factor-faktor yang memengaruhi asal-usul permintaan dan
penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya kea arah distribusi
yang lebih adil”.13
Dalam masalah produksi, Mannan banyak membahas kualitas, kuantitas,
maksimalisasi dan partisipasi sebagai sifat proses produksi. Sistem ekonomi
Manan dalam hal ini lebih tampak elektik. Pandangannya terhadap perlunya
‘surplus produksi’ agak bermakna ganda dan membingungkan secara ekonomis.
Menurutnya produksi tidak dilakukan hanya sebagai tanggapan atas permintaan
pasar, melainkan didorong kepada pemenuhan kebutuhan dasar.Semua pandangan
ini masih memerlukan klarifikasi dan uraian yang masuk akal. Sekalipun
demikian, Mannan telah menyebutkan sejumlah ciri khusus sistem ekonomi Islam,
yaitu berkisar pada pemilikan, ditribusi, konsumsi dan produksi.
Selanjutnya bangunan sistem ekonomi Abdul Mannan tergambar sebagai
berikut; pertama harus ada keterpaduan antara individu, masyarakat dan Negara.
Selanjutnya mekanisme pasar dan peran negara harus jelas. Kepemilikan swasta
yang bersifat relatif dan kondisional, implementasi zakat, dan pelarangan riba.
13 Muhammad Abdul  Mannan, The Making of An Islamic Economic Society, (Cairo : International
Association of Islamic Banks1984), 229.
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2. Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi
Tidak seperti Mannan, Siddiqi melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah
aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Siddiqi juga menolak
determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiqi, ekonomi Islam itu harus
memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada.14 Sifat
Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan
kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri yang
membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi modern,
adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan
ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral.15 Oleh
karena itu, Siddiqi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan
peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan
dan tujuan yang hendak dicapai.
Siddiqi memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk
mencapai tujuan hidup yang lebih besar, yaitu ridha Allah SWT dan mencapai
sukses (falah) di dunia dan akhirat. Tujuan itu hanya dapat terwujud jika kegiatan
ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spritualitas dan bahwa keuntungan
ekonomi bukanlah merupakan biaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan
spiritual.
Analisis bangunan sistem ekonomi Siddiqi sebenarnya adalah analisis
neoklasik yang dimodifikasi. Modifikasi tersebut pada dasarnya terjadi dalam dua
wilayah. Pertama adalah asumsi perilaku yang melahirkan Islamic man. Kedua
adalah upayanya memasukkan pertimbangan fiqh ke dalam analisisnya.
3. Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi
Naqvi berpendapat bahwa kegiatan ekonomi harus dilihat sebagai subset
dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil
14 Muhammad Nejatullah Siddiqi Some Aspects of the Islamic Economy.  (Lahore: Islamic
Publication, 1978), 2.
15 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary
Literature, (Islamic Foundation. United Kingdom.1981), 108.
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berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adl wa l-ihsan.16 Hal itu berarti
bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi Islam dan yang
membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. Selanjutnya Naqvi
mereferensikan adanya kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan
mereka yang lemah secara ekonomis. Untuk mencapai dua hal tersebut,
diperlukan peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya
berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan
dasar seperti yang terdapat di dalam pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga
sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk
maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem
perbankan.
Bagi Naqvi harus ada intrumen kebijakan yang luas selain masalah
penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Naqvi melihat penghapusan riba tidak
hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk
eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya
mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan.
2. Pemikiran Monzer Kahf
Monzer Kahf melihat ekonomi dalam suatu sistem ekonomi Islam tidak
dari sudut pandang afiliasi keagamaan, melainkan sebagai agen yang bersedia
menerima paradigma Islam. Seorang agen ekonomi bisa saja muslim atau non-
muslim sepanjang ia bisa meneriman tata nilai dan norma ekonomi di dalam
Islam.
Kahf juga menyebutkan fungsi Negara dalam perencanaan maupun Negara
sebagai produsen (bagi barang-barang publik) dan konsumen. Seperti, Pemerintah
fungsinya adalah sebagai regulator, akan menegakkan aturan-aturan, seperti
memberantas riba, melaksanakan pemungutan zakat, melakukan pengawasan
terhadap praktek ekonomi yang bohong, palsu, dusta. Dalam hubungan ini ia
menyebut lembaga al-hisbah17.
16 Syed Nawab Haider Naqvi, On Replacing the Istitution of Interest in a Dyinamic Islam
Economy, (Pakistan: Institute of Development Economics, 1983), v.
17 Al-hisbah adalah lembaga pengawas pasar. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah
Saw., dan bertugas mengawasi agar pasar bebas dari perlaku menyimpang.
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Sesuai dengan landasan atau pilar sistem ekonomi Islam, individu maupun
Negara menerima ‘rules of the game’ yang menurut Kahf  menjunjung tinggi nilai
kesamaan, persaudaraan, tanggung jawab, akuntabilitas, penuh semangat,
perbaikan, perdamaian, dan kerja sama.18
Kahf menyebutkan soal kepemilikan dalam bagian yang membicarakan
produksi19 dan prinsip dasar sistem ekonomi Islam.20 Manusia yang muncul
dalam posisinya sebagai Khalifah Allah Swt.di muka bumi, memiliki hak dan
tanggung jawab untuk memiliki dan memanfaatkannya. Sama seperti pendapat
para ahli yang lain, hak memiliki ini terbatas dan sah, sejajar dengan tanggung
jawab manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Swt.
Bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan
itu mengharuskan adanya kerjasama antarmanusia dalam pemanfaatannya.
Kahf lebih menyukai struktur pasar daripada mekanisme perencanaan
terpusat, untuk mendukung pandangannya ini, ia mengambil contoh dari Nabi
Saw, yang menolak untuk menetapkan harga dan membiarkan pasar menetapkan
tingkat harga, namun ia juga menambahkan bahwa pasar haruslah berfungsi
dengan baik, yakni bebas dari manipulasi. Kahf melihat prinsip kebebasan-dan-
tanggung jawab ini lebih terwujud di dalam kerja sama daripada di persaingan,
dan kemudian menjadikan kerja sama sebagai tema atau fondasi umum di dalam
organisasi Islam.
5. Pemikiran Baqr al-Sadr
Bagi Baqr al-Sadr, Islam tidak mengurusi hukum permintaan dan
penawaran dan tidak pula hubungan antara laba dan bunga dan tidak pula
fenomena diminishing return di dalam produksi, yang baginya merupakan ilmu
ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia
membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan
dengan ideologinya mengenai keadilan(sosial). Demikian pula system ekonomi
18 Monzer Kahf. The Islamic Economy. (Canada: Plainfield, 1978),52-53.
19 Ibid, 37-38.
20 Monzer Kahf, “Islamic Economic System” in Ghazali and Omar, Reading in the Concept and
Methodology in Islamic Economics, ( Malaysia: Pelanduk Publications, 1989),77.
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Islam adalah sebuah doktrin, karena menurut Sadr, sistem ekonomi Islam
berhubungan denga pertanyaan apa yang seharusnya berdasar pada kepercayaan,
hukum, sentiment, konsep dan definisi Islam yang diambil dari sumber-sumber
Islam. Di dalam doktrin ekonominya, keadilan menempati posisi sentral. Keadilan
merupakan penilaian moral dan tidak dapat diuji. Sebaliknya, ia merupakan
rujukan atau tolak ukur untuk melihat teori,kegiatan dan keluaran ekonomi.
Sadr melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem
Islam secara keseluruhan dan harus dipelajari sebagai keseluruhan
interdisipliner,bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan
agen-agen sistem Islam itu. Ia menyarankan agar orang-orang memahami dan
mempelajari pandangan dunia Islam lebih dahulu jika ingin mendapatkan hasil
yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam. Di dalam
pendekatan yang bersifat holistik inilah Sadr membahas doktrin ekonominya.
Dilihatnya manusia mempunyai dua kepentingan yang saling bertentangan secara
potensial, yakni kepentingan pribadi dan sosial. Sadr melihat bahwa solusinya
pada agama, dan inilah peran yang dimainkan oleh agama dalam system ekonomi
Islam.
Jadi menurut Sadr, ekonomi Islam adalah sebuah doktrin, dimana semua
aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya
mengenai kesejahteraan dan keadilan social. Keadilan menempati posisi sentral.
Keadilan merupakan penilaian moral dan tidak dapat diuji.
Dalam sistem ekonomi, distribusi sangat penting. Distribusi pendapatan
adalah suatu proses pembagian (sebagian hasil penjualan produk total) kepada
faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Faktor-faktor tersebut
diantaranya faktor tenaga kerja, tanah, modal, dan managemen. Besaran distribusi
pendapatan ditentukan oleh tingkat peranan masing-masing faktor produksi.
Sadr membagi distribusi menjadi dua bagian, yakni distribusi sebelum
prodoksi (pre-production distribution) dan sesudah produksi (post-production
distribution). Penjelasan Sadr mengenai hal ini didasarkan pada ajaran atau
hukum yang berhubungan dengan pemilikan dan distributive rights.
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6. Pemikiran Taqiyuddin an Nabhani
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam merupakan
bagian dari keseluruhan sistem Islam. Falsafah ekonomi berpijak pada upaya
menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang teguh kepada perintah dan
larangan Allah SWT yang didasarkan hubungan manusia dengan-Nya. Dalam
pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, Islam juga menjadikan pengaturan urusan
rakyat atau mereka yang memiliki kewarganegaraan dalam menjalankan aktivitas
perekonomian terikat dengan hukum-hukum syara' sebagai suatu perundang-
undangan sehingga mereka diberi kebolehan sesuai dengan apa yang
diperbolehkan Islam kepadanya.
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, salah satu masalah ketidak seimbangan
antara kepemilikan kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan
pembangunan ekonomi sebagaimana yang terjadi di banyak negara muslim adalah
ketidak jelasan konsep kepemilikan. Dibeberapa negara Asia dan Afrika,
kekayaan tambang, hutan, dan kekayaan alam lainnya tidak cukup mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga secara kategori masih
tergolong negara berkembang atau mungkin negara terbelakang, penyebabnya
adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat.
Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, masalah krusial lain yang
dijelaskan Islam terkait dengan aplikasi kepemilikan adalah persoalan distribusi
kekayaan ditengah-tengah manusia. Dimana kebutuhan primer manusia bersifat
individual, pemenuhannyapun bersifat individual. Oleh karena itu, sampainya alat
pemuas kebutuhan kepada sesetiap orang menjadi sangat urgen. Secara makro
jumlah alat pemuas kebutuhan yang ada disebuah negara cukup jika dibagi kepada
setiap-setiap orang, namun karena buruknya pola distribusi kekayaan itu tidak
dapat sampai kepada sesetiap individu. Dengan kata lain, pola distribusi yang baik
adalah pola distribusi yang memberikan jaminan bagi setiap individu untuk
memenuhi kebutuhan primernya dan memungkinkan sesetiap individu untuk
memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.
Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, peran negara yang paling utama yang
berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok
masyarakat secara menyeluruh, berikut kemungkinan pemenuhan kebutuhan
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sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hal ini,
peran negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam
sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya sesetiap orang
untuk menikmati kehidupan tersebut. Fungsi inilah yang  diperankan oleh negara
dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.
E. Komparasi Konstruksi Sistem Ekonomi Islam
Jika kita komparasikan konstruksi sistem ekonomi Islam yang telah
dibangun oleh para pemikir ekonomi Islam kontemporer tersebut, maka terdapat
beberapa kesamaan, yaitu dari sisi sumber dan prinsip. Sedangkan dari sisi metode
dan teknis pelaksanaan terdapat perbedaan.
Sumber ekonomi Islam yang mereka sepakati adalah al-Qur’an dan
Sunnah serta yang ditunjuk dari keduanya, misalnya ijma’ dan qiyas. Sedangkan
beberapa prinsip yang disepakati adalah aqidah (tauhid), adil, nubuwwa, khilafah
dan ma’ad.
Sekalipun terdapat beberapa persamaan, namun rupanya terdapat
perbedaan pandangan diantara para tokoh ekonomi Islam dari sisi metode dan
teknis penerapan sistem ekonomi Islam.
Soal kepemilikan, misalnya. Muhammad Abdul Mannan dan Nejatullah
Siddiqi berpendapat sama bahwa pemilikan swasta dibenarkan, namun tidak ada
pembatasan eksplisit dan adanya keharusan untuk melaksanakan kewajiban. Hal
ini berbeda dengan Monzer Kahf yang berpendapat bahwa pemilikan swasta
dibenarkan, namun disana ada perbedaan antara hak memakai dan hak memiliki.
Dalam hal ini tidak ada pembatasan eksplisit namun ada keharusan untuk
mengikuti “rules of the game”. Sementara itu Syed Haider Naqvi justru
merekomendasikan untuk membatasi pemilikan swasta, dan yang menjadi norma
adalah pemilikan negara. Sedangkan Baqr al-Sadr membenarkan pemilikan swasta
dan yang menjadi norma adalah pemilikan negara. Sementara Taqiyuddin An
Nabhani membagi pemilikan menjadi tiga ( individu, publik dan negara) dimana
masing-masing bisa dikelola sesuai dengan mekanisme syariah.
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Dalam hal distribusi, semua tokoh ekonomi Islam tersebut sepakat bahwa
harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir atau sekelompok orang saja. Selain
itu, kerja dan kebutuhan sebagai sumber sah pendapatan.
Tentang pre-production distribution, Baqr al-Sadr menganggapnya
sebagai sesuatu yang sangat penting. Redistribusi adalah sesuatu yang penting dan
harus dibahas dalam kerangka legalistik. Syed Haider Naqvi bahkan
merekomendasikan redistribusi besar-besaran kepada kaum miskin dan orang
yang membutuhkan. Sedangkan individu yang normal dan mampu mendapatkan
akses ekonomi boleh memiliki sesuai dengan kapasitasnya untuk memanfaatkan.
Taqiyuddin An Nabhani juga merekomendasikan redistribusi ini melalui
pembatasan waktu kepemilikan tanah, pemerataan ekonomi melalui infaq,
sadaqah dan sebagainya. Sementara itu Monzer Kahf, Muhammad Abdul
Mannan, dan Nejatullah Siddiqi tidak membahas persoalan pre-production
distribution ini.
Tentang post-production distribution, Baqr al-Sadr melihat bahwa tenaga
kerja merupakan faktor produksi terpenting sehingga tidak boleh mendhalimi para
pekerja. Hal senada juga disampaikan oleh Monzer Kahf. Selain itu, Syed Haidar
Naqvi menambahkan pembahasan tentang perlunya upah minimum.
Sedangkan tentang persoalan ketimpangan pendapatan, maka Syed Haidar
Naqvi menekankan pada pemerataan mutlak distribusi pendapatan. Hal ini
berbeda dengan Monzer Kahf yang menekankan pada peran aktif negara dalam
hal memungut zakat, pajak dan berbagai kebijakan yang mampu menghapus
ketimpangan. Berbeda lagi dengan Muhammad Abdul Mannan serta Muhammad
Nejatullah Siddiqi yang justru memberi ruang sukarela kepada para individu
untuk mengeluarkan zakat, sadaqah dan pajak. Sementara itu Baqr al-Sadr lebih
condong pada penekanan yang dilakukan oleh negara dengan pendekatan etika
bahwa pengeluaran yang berlebihan dan mubazir itu dilarang agama. Sadr
membedakan antara zakat dan pajak. Taqiyuddin An Nabhani mentolelir
perbedaan pendapatan karena memang daya setiap manusia berbeda. Namun An
Nabhani mengusulkan mekanisme non ekonomi berupa zakat, infaq dan sadaqah
serta berbagai larangan seperti suap dan gratifikasi dalam rangka menciptakan
pemerataan pendapatan di masyarakat.
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Secara ringkas persamaan dan perbedaan atau komparasi konstruksi sistem
ekonomi Islam yang ditawarkan oleh para tokoh ekonomi Islam tertera dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 1. Komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam
Tokoh Asumsi
Dasar
Aspek
Kelangkaan
Kepemilika
n
Distribusi
Kekayaan
Produksi Peran
Negara
Mannan Mengkritik
neoklasik
mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu dan
swasta
Keadilan
distributif
sebagai basis
Alat untuk
mensejahte
rakan
masyarakat
regulator
Siddiqi World
view Islam
mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu dan
swasta
Tidak
banyak
dibahas
Neoklasik
yang
dimodifika
si.
regulator
Naqvi al-adl wa
l-ihsan
Mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu,
swasta dan
negara
Membela
kaum miskin
dan lemah,
tidak
sekedar
larangan riba
dan wajib
zakat
Batas laba
maksimum
. Barang
modal
diproduksi
pemerintah
.
Bukan
sekedar
regulator,
tapi
penyangga
dan
pengontrol
Kahf Islamic
man tidak
harus
muslim
Mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu dan
swasta.
Harus taat
rules of
game
Peran aktif
negara
Apa yang
diproduksi
harus
sesuai
“rules of
game”
Redistribus
i dan
pemberian
standar of
living
minimal
Sadr Legalistik,
ekonomi
sebagai
doktrin
Tidak
mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu,
swasta dan
negara.
Negara
dibatasi
dengan
norma-
norma
Normatif,
melarang
boros dan
tabdzir
Perencanaa
n dan
regulasi
negara
Sumber
daya awal
dari
ekonomi
An
Nabhani
Legalistik,
integrasi
individu,
masyarakat
dan negara
Tidak
mengakui
sebagai
masalah
ekonomi
Individu,
swasta dan
negara.
Pengelolaan
nya diatur
dengan
syariat.
Faktor
terpenting
dalam sistem
ekonomi
Produksi
halal.
Berkemba
ng seiring
perkemban
gan
peradaban
manusia.
Regulator,
penanggun
g jawan
penciptaan
kesejahtera
an dan
keadilan
sosial.
Dengan memperhatikan kesamaan dan jika persoalan sistem ekonomi
Islam disederhanakan pada kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, maka
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rekomendasi konstruksi sistem ekonomi Islam yang dapat dirangkum dari
pemikiran semua tokoh tersebut adalah sebagai berikut;
Tabel 2. Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan and Keadilan Sosial
Pembagian
Kepemilikan
Pengelolaan
Kepemilikan
Tujuan Distribusi
Kekayaan
Goal Setting
Individu
Umum
Negara
tidak membatasi
kreatifitas
pengembangan harta,
namun membatasi
dengan berbagai
hukum syara’,
meliputi; pertanian,
jual beli dan
produksi beserta
derivasinya.
yang mudah
aksesnya, maka
secara langsung.
yang sukar dan
membutuhkan modal
besar, diambil alih
oleh negara dan
hasilnya
dikembalikan kepada
rakyat dalam bentuk
fasilitas umum.
penjualan atau
pemberian kepada
rakyat yang
membutuhkan
memenuhi
kebutuhan
pokok,
kemakmuran
dan
kesejahteraan.
harmonisasi
dan
kemakmuran
bersama
melayani dan
melindungi
rakyat
Mekanisme
Ekonomi,
dilengkapi
larangan:
menimbun,
tash’ir, tadlis,
ghabn, riba,
dan
sebagainya.
Mekanisme
Non Ekonomi,
dilengkapi
larangan; suap,
korupsi,
hadiah pada
pejabat, dan
lain lain.
Bukan sekedar
pertumbuhan,
namun yang
lebih penting
adalah
kesejahteraan
dan keadilan
sosial.
F. Simpulan, Saran dan Rekomendasi
Para pemikir ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar bangunan
sistem ekonomi Islam, yang meliputi; sumber, prinsip, metode, dan teknik
pelaksanaanya. Tidak ada perbedaan diantara para pemikir ekonomi Islam bahwa
sumber ekonomi Islam adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasul serta apa saja yang
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ditunjuk dari keduanya sebagai sumber hukum, seperti ijma’ dan qiyas.
Sedangkan perinsip ekonomi Islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid
atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.
Sekalipun terdapat beberapa persamaan, namun rupanya terdapat
perbedaan pandangan diantara para tokoh ekonomi Islam dari sisi metode dan
teknis penerapan sistem ekonomi Islam. Perbedaan pandangan tersebut terletak
pada pandangannya tentang kelangkaan, konsep kepemilikan, redistribusi
kekayaan di masyarakat, konsumsi, produksi dan peran negara.
Dari perbedaan pandangan tersebut, maka konstruksi sistem ekonomi
Islam dari masing-masing tokoh juga berbeda. Sekalipun demikian, konstruksi
sistem ekonomi Islam tersebut setidaknya tidak jauh berbeda, yaitu mendasarkan
ekonomi Islam pada tauhid, sumber hukumnya al-Qur’an dan Sunnah serta yang
ditunjuk dari keduanya, misalnya ijma’ dan qiyas.
Akhirnya, konstruksi sistem ekonomi Islam yang akan mampu
mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun atas dasar
aqidah dan dijabarkan dengan sangat detail dalam konsep-konsep kepemilikan,
peran negara, dan distribusi, termasuk di dalamnya produksi dan konsumsi.
Sekalipun distribusi pendapatan di masyarakat menjadi hal yang paling utama
dalam konstruksi sistem ekonomi Islam, namun semua itu tetap terkait dengan
unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu konstruksi sistem ekonomi Islam tidak bisa
berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan terkoneksi dengan unsur yang lain.
Penelitian ini telah mengupas perbedaan dan persamaan konstruksi sistem
ekonomi Islam yang ditelorkan oleh para tokoh ekonomi Islam kontemporer.
Namun demikian, masih banyak ruang-ruang kosong yang luput dari penelitian
ini. Oleh karena itu diharapkan akan banyak lagi para peneliti yang meneruskan
dan bahkan mengkritik maupun menyempurnakan penelitian ini.
Bagi peneliti selanjutnya, saya sarankan untuk lebih detail membahas
tentang mekanisme distribusi, karena itu merupakan hal yang paling penting
dalam sistem ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan
sosial.
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